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BUPATI NOAWf 

PROVINS( JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWJ 

NOMOR ! I C,  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEOOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERJNTAH 
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang: a bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah sa.tu 

strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang . bersih, akuntabel dan kapabel serta 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka pelaksa.naan evaluasi atas implementasi 

system akuntabilitas kinerja iostansi pemerintah serta 

sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14.A 

Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ngawi, perlu dicabut serta mengatur 

kembali Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

da1am huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
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Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 9); 

2. Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara .Repu blik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tamba.ban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah; 



- 3 - 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

earn Reviu Atas Laporan Kinerja; 
10 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahtrn 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
1 1 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08). 

MEMUTUSKAN: 

- Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVAWASI 
.__;, 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI UNGKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 . Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

3 .  Bupati adalah Bupati Ngawi. 

4 .  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
5 _ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP 

adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah 

melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

6.  Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, 

atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi 

atas masalab yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

7 .  Sistem Akuntabilit.as Kinerja Instansi Pemerint.ah, yang selanjutnya 

disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, 

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penet.apan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja 
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pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Pasal 2 

( l ) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan 
pencapaian kinerjayang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi 
Pemerintah. 

(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk : 
a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 
b.  menilai tingkat implementasi SAKIP; 
c .  menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
d .  memberikan saran perbaikan untuk pemngkatan J\Klf'; tlHH 

e .  memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi 
sebelumnya. 

Pasal 3 

periode 

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

BABil 

PELAKSANAANEVALUASIAKIP 
Pasal 4 

( I )  

e (2) 

(3) 

Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP setiap tahun. 
Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat 

menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. 

Evaluasi AKIP sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilak:sanakan secara 
berjenjang dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera.tu.ran Bupati ini. 
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BABUI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mula.i berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi 
Nomor 14.A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ngawi (Betita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 14.A) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi . 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal fOJUOl .2.o..7..l 

Diundangkan di 
Ngawi pada tanggal (OJU4\\ ,2.0ll 
SEKRETARIS DAERAH B :A'I N NGAWI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR ti G 
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LAMPTRAN I PERATURAN BUPATJ NGAWI 
NOMOR l l h  TAHUN 2022 
TENT ANG 
PEDOMAN EVALUAST 
AKUNTABfLITAS KINERJA 
INSTANSJ PEMERJNTAH or 

LfNOKUP PEMERINTAH 
KABUPATEN NGA WJ 

• 

PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABJLITAS KINERJA INSTANSJ PEMERJNTAH (AKJP) 

B AB I  

PENDAHULUAN 

A. La.tar Belakang Evaluasi AKIP 

Penguatan akuntabili:tas kinerja merupakan salah satu strategi 

yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Refonnasi 

Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, 

pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan clan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban clan 

peningkatan k:inerja instansi pemerintah. 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, 

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 

sasaran dan berorientasi basil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau 

evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat 

mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten 

meningkatkan implementasi SAKIP daJaro mewujudkan capaian kinerja 

(basil) yang telah direncanakan. 

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik 

baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat 

dijadilran panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan 

maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, 

yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, 

dan pelaporan basil evaluasi. 
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B. Tujuan Evaluasi AKlP 
Secara umum tujuan evaluasi AK.IP adalah untuk mengetahui 

sejauh mana implementasi SAKJP dilaksanakan, serta untuk mendorong 

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi 

hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap Instansi pemerintah 

dan Perangkat Daerah untuk berkornitmen dan secara konsisten 
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan rnelalui 

implementasi SAKIP. 

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi A.KIP setiap tahunnya adalah 

untuk: 

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKJP; 

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SA.KIP; 

dan 

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode 

sebelumnya. 

C. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim 

Evaluator yang dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah 

untuk melakukan evaluasi mandiri AKIP di lingkungan 

kerjanya. Hasil evaluasi mandiri disampaikan kepada Tim Evaluator 

Internal Kabupaten untuk dilakukan tahapan-tahapan penilaian. 

2. Evaluasi AKIP Internal Kabupaten, yaitu diJaksanakan oleh Tim 

Evaluator yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan 

evaluasi mandiri AKIP Kabupaten. Hasil evaluasi AKIP Internal 

Kabupaten dan dokumen-dokumen terkait disampaikan kepada 

Menteri PANRB dan/atau Tim Penilai Nasional sesuai dengan 

ketentuan, untuk dilalrukan tahapan-tahapan penilaian. 

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi 

SAKIP muJai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka 

panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan 

kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, 

pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai 

pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. 

Ruang lingkup evaluasi AKIP terdiri dari: 

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk 

mewujudkan basil .kinerja yang berkesinambungan; 

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan daJam penyesuaian strategi dalam mencapai 

kinerja; 
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3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas 
pencapaian k:inerja, baik keberhasilan/kegaga)an kinerja serta upaya 
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar 

dalarn penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan 

kesan nyata [dampak] daJam peningkatan implementasi SAKJP untuk 
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan 

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja 
lainnya. 



- 9 -  

BAB II 

PERANCANGAN DESAfN EVALUASJ AJ<f P 

lnformasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam 
dokurnen laporan kinerja bukanJah merupakan satu-satunya informasi 

yang digunakan dalarn evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi 
perhatian utama dalam evaluasi AKJP diantaranya dengan melihat 
perubahan yang lebih baik daJam perencanaan kinerja berdasarkan hasil 
kinerja sebelumnya, Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan 
dalam analisis evaluasi AKJP, juga termasuk berbagai hal yang dapat 
dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. 
Cakupan infonnasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna 
informasi basil evaluasi, antara lain: 
L Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan 

(progress); 

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alumya (efektif); dan 
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi, 

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan 
secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain: 
1.  Jenis informasi; 
2. Sumber informasi; 
3. Metode pengumpulan informasi; 
4_ Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi; 
5.Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab 

akibat); dan 

6_ Analisis perencanaan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu 

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan sebagai berikut: 

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan 

kebutuhan sumber daya manusia (SOM) evaluator, perencanaan 

evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. 

1 .  SOM Evaluator 
Hal terpenting da1am evaluasi AKIP adalah terbentuknya Tim 

Evaluasi AKIP Internal baik: di tingkat Perangkat Daerah roaupun di 

tingkat Kabupaten sehingga akan didapatkan basil evaluasi AKIP 

yang akuntabel. 
Adapun susunan dan tugas Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat 

Daerah dan Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten adala sebagai 

berikut: 
a. Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah terdiri dari: 

- Penanggung Jawab (pimpinan PD). 

- Ketua Tim (Sekretaris PD/jabatan satu tingkat dibawah 

pimpinan PD). 

- Anggota Tim (pejabat struktural/fungsional/pelaksana pada 
PD). 
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dan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1 .  melakukan pengisian LKE AKJP Perangkat Daerah; 

2. menghimpun Data/Dokumen pendukung LKE AKJP 

Perangkat Daerah; 

3. melakukan Analisis LKE AKJP Perangkat Daerah; dan 

4. menyampaikan LKE AK1P Perangkat Daerah serta 

Data/Dokumen Pendukung kepada Tim EvaJuas:i AKJP 

Internal Kabupaten. 

b. Tim Evaluasi AK.IP Internal Kabupaten terdiri dari: 

- Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi). 

- Pengawas/Supervisor (lnspektur Kabupaten Ngawi). 

- Ketua Tim (Sekretaris lnspektorat Kabupaten Ngawi). 

- Anggota Tim (Irban/ Auditor /P2UPD pada lnspektorat). 

dan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1 .  menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

2_ menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

implementasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; dan 

4. memonitor tindak Ian.jut rekomendasi hasil evaluasi periode 

berikutnya. 

2. Perencanaan Evaluasi AKIP 

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting da]arn 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka 

kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam 

melaksanakan proses evaluasi. 

Beberapa ha] penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

perencanaan evaluasi AKIP, yaitu: 

a. ldentifikasi pengguna basil evaluasi; 

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting; 

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan 

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. 

Evaluasi AKIP dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

a. Evaluasi Sederhana ( desk evaluation) 

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen 

ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP_ 

Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui 

reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan. 

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian 

informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen 

Rencana Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan 

melakukan telaah misalnya, keselarasan antar kornponen dalam 

perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika 

strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, 

serta keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. 
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Ev a l u a s i  Terbatas 
Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi 
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas 

kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak 
lanjut atas rekornendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau 

evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas 
pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja 

pelaksanaan program tertentu. 

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKlP 

1 .  Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AK1P adalah kombinasi 
dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) 

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah 

ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, Dalam hal 

ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas 

evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan 

dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi, Langkah pragmatis ini 

diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk 

perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan 

rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas 

kinerja. 

2. Teknik Evaluasi AKIP 

Beberapa teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, 

antara lain: 

a Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi 

Mernpakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi 

yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja 

secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi 

daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan daJaro 

pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi 

dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut, 

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana 
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada 

penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari 

penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. 

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara 

langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, 

seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, 

sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan 

mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting 

lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, 

dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama. 
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Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

meJakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di 

sini dimaksudkan daJam pengertian sempit, yaitu observasi 

dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi 

dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

d. Studi Dokumentasi 

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak 

secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi 

pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui 

sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media 

informasi baik cetak maupun elektronik/ digital . 
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BABJll 

MEKANJSME EVALUASI AKIP 

Mekanisme evaluasi AK.IP dapat dikelornpokan dalarn beberapa tahapan, 

antara lain pengkoordinasian dan penyusunan LKE, pendokumentasian, 

analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dalam evaJuasi 

AKl.P, serta pembahasan dan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) seperti 

gambar berikut: 

nm Evaluasi AICIP Internal ICabupaten 

- Pengkoordinasian Pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal Kabupaten 

Pengkoordinasian dan Penyampaian LICE Evaluasi AKIP Internal Perangka1 Daerah 

- lmlentarisasi Data SAKIP PD dan Kabupaten 

• 
. . . .. '-':· .., Ttm ·Evaluasi AKIP Internal �nglrat �h 

- Paigluo, dinasian Pebksanaan Evaluasi AICIP Internal Perangbt D.lerah 

- lmentarisasi Data SAKIP PD 

- Analisis Data dan Pengisian LICE AICIP PD 

• 
- �mpaian Hasil lsian LICE AKIP PD beserta data dukung dari Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat 

Daerah ke Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten 

1 -  Reviu  lKE  AKIP PO dan penyusunan UfE AKIP PD oleh Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten 

• 

1. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan 

Evaluasi AKIP kepada seluruh jajaran Tim Evaluasi AKIP Internal 
Kabupaten, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi m.andiri AKIP 

kepada seluruh Perangkat Daerah serta menyampaikan LKE AKIP 

Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah; 
2. Tim Evaluasi AKlP Internal Perangkat Daerah melaksanakan: 

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi AKIP Internal di lingkungan 
Perangkat Daerahnya kepada seluruh jajaran Tim; 

b. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka proses 
pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP Perangkat Daerah; 

c. menganalisa data dan mengisi LKE AKIP Perangkat Daerah. 
3. Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah menyampaikan LKE 

evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah diisi beserta data dukung 
kinerja dan dokumen SAKIP lainnya kepada Tim Evaluasi AKIP Internal 
Kabupaten. 
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Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten melaksanakan: 

a. Mereviu isian LKE AKIP Perangkat Daerah. Apabila terdapat 

ketidaksesuaian rsian LKE Perangkat Daerah dengan sumber 

data yang valid, maka Tim Evaluasi AKlP Internal Kabupaten dapat 

mengkonfirmasi kepada Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah 

untuk meminta keterangan atau memberi kesempatan untuk 

dilakukan perbaikan/ penyempumaan/ penyesuaian dengan fakta yang 
ada dengan tenggang waktu tertentu. 

Apabila isian LKE telah sesuai dengan fakta dan data dukung yang ada 

atau tidak dibutuhkan penyempumaan/perbaikan lagi maka isian 
LKE tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penilaian awal dan 
penyusunan Draft LHE A.KIP masing-masing Perangkat Daerah yang 

paling sedikit memuat Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi, Kondisi dan 
Rekomendasi. 

b. Menganalisis data terkait SAKIP Kabupaten baik yang bersumber dari 
dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten maupun dari data yang 

disajikan dalam LKE AKIP Perangkat Daerah dan 

menginterpretasikannya ke dalam LKE AKIP Kabupaten. 

c. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten menetapkan nilai SAKIP 

Perangkat Daerah dan isian LKE AKIP Kabupaten. 
5. Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten menyusun dan menyampaikan 

Hasil Penilaian AKIP Kabupaten kepada Pemerintah Pusat/Provinsi 

Jawa Timur. 
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BAB JV 

PELAKSANAAN EVALUASl AKJP 

1 .  Penetapan Vanabel dan Bobot Penilaian 

Evaluasi AKlP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelurnnya. 

Data dan infonnasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan. data clan 

informasi terakhir yang digunakan daJam implernentasi SAKIP saat 

evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melaJui evaluasi AKJP 

ini, antara lain: 

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi 

kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 

c. Pelaporan. kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 

kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 

perbaikan/ penyempurnaannya yang memberilran dampak besar dalam 

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja beriku tnya; 

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata 

(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan 

efisiensi kinerja; 

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan basil peni1aian 

beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan 

komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan 

kinerja, pengukuran k:inerja, pelaporan kinerja, clan evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/Perangkat 

Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen 

tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai 

dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, 

yaitu: 

a.Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 

b. Sub-komponen 

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada 

setiap komponen. 

c. Kriteria 

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap 

subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah 

atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi 

dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: 
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Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian 

dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar daJam menyusun 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan 

sebagai berikut: 

1. Dokumen Perencanaan kinerja 1. Terdapat pedoman t.eknis 
t.elah tersedia perencanaan kinerja. 

2. Terdapat doku.men 
perencanaan kinerja jangk.a 
panjang. 

3. Terdapat dokumen 
pe:re.ocanaan kinerja jaogka 
menengah. 

4. Terdapat: dokumen 
perencanaan kinerja jangk.a 
pendek. 

5. Terdapat dokumen 
perencanaan aktivitas yang 
mcndukung kinerja. 

6. Terdapat dokumen 
perencanaan anggaran. yang 

mendukung kinerja. 

2. Dokumen Perencanaan kinerja 
telah memenubi standar yang 

baik, yaitn untuk mencapai 
basil, dengan ukuran kinerja 
yang SMART, menggunakan 
penyelarasan (cascading) 
disetiap Jeve1 secara logis, serta 
memperhatikan kinerja bidang 
lain (crosscutting) 

1. Dokumen Perencanaan 
Kinerja telah difonnaikan.. 

2. Dokumen Perencanaan 
Kinerja telah dipuhhlcas;,lrao 
tepat waktu. 

3. Dokumen Perencanaan 
IGnerja telah menggambarlc:an 
Kebutuhan atas Kinerja 
sebenamya yang perlu 
dicapai. 

4. Kualit.as Rumusan Basil 

(Tujuan/Sasaran) telah jelas 
menggamharkan kondisi 
kinerja yang akan dicapai.. 

5. Ulruran Keberha.silan 
(lndikator Kinerja) telah 
memenuhi kritcria SMART. 

6. Indik.ator Kinerja Utama (Il{U) 
teJah menggambarkan kondisi 
Kinerja Utama yang harus 
dicapai, tertuang secara 
berkeJanjutan (sustainable - 
tidak sering diganti dahun 1 
pcriode Pcrencanaan 
Strategis}. 
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7. Target yang ditetapkan daJam 
Perencanaan Kinerja dapat 
dicapai [achievable], 
mcnantang, dan realistis, 

6. Setiap Dokumen Perencariaan 
Kinerja tnenggarobarkan 
hubungan yang 
berkesinambungan, serta 
selaras antara Kondisi/HasiJ 
yang akan dicapai di setiap 
Jevel jabatan (Cascading). 

9. Perencanaan kinerja dapat 
memberikan informasi tentang 

hubungan kinerja, �. 
kebijaJran, bahkan aktivi:tas 
antar bidang/ dengan tugas 
dan fungsi lain yang berk.aitan 
(Crosscutting). 

10. Setiap unit/satuan kerja 
merumuskan dan menetapkan 
Perencanaan Kinerja 

11. Setiap pegawai merumuskan 
dan menetapkan Perencanaan 
Kinerja 

3. Perencanaan Kinerja telah 1. Anggaran yang ditet.apkan 
dimanfaatkan untuk teJah mengacu pada Kinerja 
mewujudkan basil yang yang ingin dicapai. 
berkesioambungan 2. Akt:mtas yang ctilaksaoakao 

teJah mendukung Kinerja 
yang ingin dicapai. 

3. Target yang ditetapkan dalam 
Perencanaan Kinerja telah 
dicapai dengan baik, atau 
setidaknya masih on the right 

track. 

4. Rencana aksi kinerja dapat 
I 

berjalan dioam.is kareoa 

capaian kinerja selalu 
dipantau secara ber:kaJa.. 

5. Terdapat 
perbailran/penyempw:naan. 
Dokumen Perencaoaan 
Kinerja yang ditetapkan dari 

basil aoalisis perbaikan 
kinerja sebelumnya. 

6. Terdapat perbailran/ 
penyempumaan Dokumen 
Perencanaan Kinerja dalam 
mewujudkan kondisifhasil 
yang lebih baik. 

7. Setiap unit/ satuan kerja 
memahami dan peduli, serta 

berkomitmen dalam mencapai 
kinerja yang telah 

direnc:anakan. 
8. Setiap Pegawai memabaroi 

dan peduli, serta 
berkomitmen dalam menc:apai 
kinerja yang telah 

dircncanakan. 

2. PENGUKURAN 1.Peogukuran Kinerja teJah 1. Terdapat pedoman tekois 
KINER.IA dilakukan pengukuran kinerja dan 

pengumpulan data kinetja. 
2. Terdapat Definisi Operasional 

yangjelas atas kinerja clan 
cara roengulrur iodikator 
kinerja. 
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2. Pengukuran Kiocrja telah 
menjadi kebutuhan dalrun 
mewujudkan J{inerja secara 
Efektif dan Efisien dan telah 
dilakukan secara bcrjenjang 
dan berkelanjutan 

3. Pengukuran Kinerja telah 
dijadikan dasar da1am 

pemberian Reward dan 

Punishment. serta penyesuaian 
strategi da1am mencapai 
kinerja yang efektif dan efisien 

3. Terdapat mekanisme yang 
jelas terhadap pengumpulan 
data kinerja yang dapat 
diandalkan. 

1. Pimpinan selalu teribat 
sebngru pengarnbil .keputusan 
(Decision Maker) dalam 
mengu.kur capaian kinerja. 

2. Data kinerja yang 
dikumpulkan telah relevan 
untuk mengukur capaian 
kinerja yang diharapkan. 

3. Data kinetja yang 
dikumpulkan telah 
mendukung capaian kinerja 
yang diharapkan. 

4. Pengukuran kinerja telah 
dilakukan secara berkala. 

5. Setiap level organisasi 
melakukan pemantau.an atas 
pengukuran capaian kinerja 
unit dibawahnya secara 
berjenjang. 

6. Pengumpulan data kinerja 
telah memaofaatkan 
Teknologi Infonnasi (Aplikasal- 

7. Pengukuran capaian k:inerja 
telah memanraatkao 
Teknologi Informasi (Aplikasl- 

1. Pengukuran Kinerja telah 
menjadi. dasar dalam 
penyesuaian 
(pemberian/pengurangan) 
tunjangan 
kinerja/penghasilan. 

2. Pengukuran Kinerja telah 
menjadi. dasar da1am 
penempatan/pengb.apusan 
Jabatan baik struktural 
maupun fungsional. 

3. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian 
(Refocusing) Organi.sasi. 

4. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian 
Strategi dalam mencapai 
kinerja. 

5. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian 
Kebijakan dalam mencapai 
kinerja. 

6. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian 
Aktivitas dalam mencapai 
kinerja. 

7. Pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian 
Anggaran dalam mencapai 
kinerja. 

8. Terdapat efisiensi. atas 
penggunaan anggaran dalam 
meneapai kinerja. 

9. Setiap unit/ satuan kerja 
memahami dan peduli atas 
basil pengukuran kinerja. 

10. Setiap pegawai memabami 
dan peduli atas basil 
pengukuran kinerja. 
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3  PELAPo 

Kumpotwn Sul, Kompouen Kritt•1i,1 

. RAN 1. Terdapat Dokumen Laporan 1. Dokumen Laporan Kinerja 
KlNERJA yang menggambarkan Kinerja telah clisusun. 

2. Dokumen Laporan Kinerja 
telah disusun secara berkala, 

3. Dokumcn Laporan Kinerja 
telah diformalkan, 

4. Dokumen Laporan J<j11erja 
telah direviu. 

5. Dokumen Laporan Kinerja 
telah dipublikasikan. 

6. Dokumen Laporan Kinerja 
teJah disarnpaikan tepat 
waktu. 

2. Dokumen Laporan Kinerja telah 1. Dokumen Laporan Kinerja 
memenuhi Standar telah menginfokan 
menggambarkan Kualitas atas perbandingan realisasi. .kinerja 
Pencapaian Kine:rja, informasi dengan target jangka 
keberhasilan/ kegagalan kinerja menengah. 
serta upaya perbaikan/ 2. Dokumen Laporan Kinerja 
penyempumaannya telah menginfokan 

perbandingan realisasi kinerja 
dengan realisasi kinerja 
tahun-tahun sebelumnya. 

3. Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan 
perbandingan realisasi kinetja 
dengan realiasi kinerja di level 
nasional/intemasional 
(Benchmark Kinerja). 

4. Dokumen Laporan Kinerja 
te1ah menginfokan kualitas 
atas capaian kinerja beserta 
upaya nyata dan/ atau 
hambatannya. 

5. Dokumen Laporan Kinerja 
telah menginfokan efisiensi 
atas penggunaan sumber 
daya dalam mencapai kinerja. 

6. Dokumen Laporan Kinerja 
te1ah m.eoginfokan upaya 

perbaikan dan 
penyempumaan kinerja ke 
depan (Rekomendasi 
perbaikan kinerja). 

3.Pelaporan Kinerja te1ah 1. Informasi dalam laporan 
memberikan dampakyang kinerja selalu meajadi 
besar dalam penyesuaian perhatian utama pimpinan 
strategi/kebijakan dalam (Bertanggung Jawab). 
mencapai kinerja berikutnya 2. Penyajian informasi dalam 

laporan kinerja menjadi 
kepedulian seluruh pegawai. 

3. Informasi dalam laporan 
kinerja berkala telah 
digunakan dalam 
penyesuaian aktivitas untuk 
mencapai kinerja. 

4. Informasi dalam laporan 
kinerja berkala telah 
digunakan dalam 
penyesuaian penggun.aan 
anggaran untuk mencapai 
kinerja. 

5. lnformasi dalam laporan 
kinerja telah digunakan 
dalam evaluasi pencapaian 
kebechasilan kinerja. 

6. Informasi dalam laporan 
kinerja telah digunakan 
dalam penyesuaian 
perencanaan kinerja yang 
akan dihadapi berikutnva. 



• 

-20- 

- 

1. Informasi dalam Iaporan 
kinerja selalu mempengaru.hi 
perubahan budaya kinerja 
organisasi. 

- 
4. EVALUASI 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1. Terdapat pedoman teknis 

Ak'UNT ABILITAS Internal tclnh clilnksao.akan EvaJuasi Akuotabilitas 
KINERJA Ki.ncrja Internal. 
INTERNAL 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal telah dilaksanakan 
pada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah, 

3. Eval.uasi Akuntabilitas 

I Kinerja Internal telah 

dilaksanakan secara 
berjenjang.. 

2. Evaluasi Akuntnhilitas Kinerja 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Internal telah d.ilaksanakan Internal telah dilaksanakan 
secara berkualitas deogan sesuai standar. 
Sum.her D�aJclDg memadai 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal telah dilaksanakan 
oleh SDM yang memadai. 

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Internal telah dilaksanakan 

I 
dengan pendalaman yang 
memadai. 

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Internal telah dilaksanakan 
pada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah. 

5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja I 

Intern.al telah dilaksanakan 
.menggun.akan. Teknologi 
Informasi (Aplikasal. 

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1. Seluruh rekomendasi atas 

I Internal telah dilaksanakan basil evaluasi akuntablitas 
menggunakan Teknologi kinerja internal telah 
Informasi (Aplik.asll. ditindaklanjuti. 

2. TeJah terjadi peuiagkatao 
implementasi SAKIP dengan 
me]aksanakan tindak 1anjut 
atas rerkomendasi basil 
evaluasi. akuntablitas Kinetja 
internal. 

3. Hasi.l Evaluasi Akuntabilitas 
Kine:rja Internal telah 
dimanfaatkan untuk 
perbaikan dan peningkatao 
akuntabilitas kinerja. 

4. Hasil dari Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal 
telah dimanfaatkan dalam 
mendulrung efektifitas dan 
efi.siensi kinerja. 

5. Telah terjadi perbaikan dan 
peuioglratan kinerja dengan 
memanfaatkan basil evaluasi 
akuntablitas kinerja internal.. 

2. Pengisian LKE AKIP 

Penilaian dilakukan pad.a sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap 

sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub 

komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, 

jika konclisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai 

berikut 



100 

A 90 

BB 80 

B 70 

cc 60 

c 50 

D 30 

E 0 

• 
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J'i.ka kualitas �foruh kriterfn teJrth t rpenuht (100o/of <Ian. terdapet 
upaya i11ovnlif setbt lnynk menjad] percontohan secara na ionaJ 

Jika kunlltas seluruh kritcria tclah tcrpcnuhl (10()0/o) <fan terdapat 
bebcrapa upaya yang bisa dthargal dari perncnuhan kriteria 
terse but. 

Jika . .  lrualitas seluruh krileria telah terpenuhi ((00°/c,J sesuai den,;to 
mandat kebljakan nasional. 

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100"/oJ. 

Jika kualitas sebagian besar kriteria lelah terpenuhi (>50°/o - 75%)# 

Jika kualitas sebagian. kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - SO"loJ. 

Jika kriteria penilaian akuntabihtas kinerja telah mula:i dipcnuhi 
(>0% - 25o/o). ; ,, - 

Jika sama sekali tidak ada upaya da1am pemenuhan kriteria 

penilaian akuntabilitas kinerja, 

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai daJam 

pemenuhan kriteria hams dilengkapi dengan catatan berupa keterangan 

beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub 

komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total 

(basil ak:hir) di setiap komponen. 

3. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE 

Nilai basil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan 

gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut: 

Predikat Nilai In terprerasi 

Sangat llemvasbn 

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola 

AA > 90 -  100 
dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja Telah 
terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efiisen 
(Reform). Pengukumn kinerja telah dilakukan sampai ke level 
individu. 

llemo•sbn 

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat 
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan 

A > 80 - 90  
berorientasi basil, karcna pengukuran kinerja tclah dilakukan 
sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator 



• 

BB 

B 

cc 

c 

>70 - 80 

> 60 -  70 

> 50 -  60  

>30 - 50  
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Baiapt Baik - - -- 

Tcrdapat gambnran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, 
baik Itu unit kerjo utarna, maupun unit kerja pendukun. 
Akuntubilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai 
tc.rwajudnya eflsenei penggunaan anggaran dalam mencapai 
kinerja., rnemlliki sistem rnanajemen klnerja yang andal dan 
berbasjs teknologi informasi, serta pengukuran kincrja tefab 

dilakukan sampai kc level eselon 3/ko<,rdinator 

Baik 

Terdapat gambamn bahwa AKJP sudah baik pada l /3 unit kerja, 
khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya 
sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen daJam 
manajemen kinerja, Pengukuran kinerja baru dilaksanakan 
sampai dengan level eselon 2 /unit kerja 

Cukap (llemaclaQ 
Terdapat gambaran. bahwa AKJP cukup baik .. namun demikian, 
masih perlu banyak perbaikan waJau pun tidak mendasar 
khususnya alruntabilitas kinerja pada unit kerja 

Karang 
Sistem clan tatanan daJam AKIP k:urang dapat diandalkan. 

Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga 
masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat, 

Predikat Nilai 
·- - - · · - · .  lnterpretast 

Sangat Kuraag 

Sistem dan tataoan dalam AKIP sama sekali tidak dapat 
diandalkan. Sama sekali belum 'terdapat penerapan manajemen 

D >O - 30 kinerja sehingga masih perlu banyak: perbaikan/perubahan 
yang sifatnya sangat mendasar, khususnya daJam implematasi 
SAKIP . , . .  .  

,, . 



· 23 · 

BAB V 

PELAPORAN DAN PENGOMUNJKASIAN 

HASIL EVALUASl AKIP 

• 

fakta LHE AKlP. �susun berdasarkan berbagai hasil pengumpu Ian data dan 
be . .  serta analis1s yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut 

nsi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perurnusan 
temuan permasaJahan serta saran dan rekornendasi perbaikan peningkatan 
AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisia [pernilahan, 
�mbandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada 
sunpulannya dalam LHE. Pada Perangkat Daerah yang sudah pemah 

dievaluasi, pelaporan basil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak 
lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat 

diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah 
dilakukan. 

LHE AKIP Perangk:at Daerah yang dievaluasi oleh Tim Evaluasi AKIP 
internal Kabupaten , disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati. Ikhtisar keseluruhan dari LHE 
tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB. 

Format LHE dibuat dalam bentuk surat (short-form) yang secara garis 
besar memuat beberapa informasi sebagai berikut : 

a. Dasar Hukum Evaluasi; 
b. La.tar Belakang Evaluasi; 
c, Tujuan Evaluasi; 
d. Ruang Lingkup Evaluasi; 
e. Metodologi Evaluasi; 
f. Gambaran Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah; 
g. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan. 

Format LHE dalaro bentuk surat, sebagairoana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB JV 

PENUTUP 

EvaI · 
uasi AKIP meru k - b · d · 'kl · ki · · tan · pem · pa -an agian - an st us manajemen . metJa ms · .s1 

ini �tah/Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP 

' arapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam 
melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga 
dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara 
terus-menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang Jebih optimal clan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat 
mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya 
kinerja instansi pemerintah/Perangkat Daerah serta meningkatnya 
akuntabilitas instansi pemerintah/Perangkat Daerah terhadap kinerjanya. 
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LAMPlRAN II PERATURJ\N. BUPATI NGAWI 
NOMOR l,\ k'.? TAHUN 2022 
TENT ANG 
PEDOMAN EVALUASJ 
AKUNTABJLITAS KlNERJA 

INSTANSJ PEMERlNTAH or 

LINGKUP PEMERJNTAH 
l<ABUPATEN NGAWJ 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
INSPEKTORA T 

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kode Pos 63211 
Telp. (0351) 749016 Fax: (0351) 749016 Email:inspektorat@ngawikab.go.id 

Website :hHp:/1 www.inspektorat.nqawikab.qo.id 

• 
Nomo, 

Lampiran 
Sifat 

Peri ha I 

700/ /404.200/20)()( 

. . .  (  . .  ) lembar I bendel 
Penting 

· Laporan Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah 

Ngawi, 20XX 

di 
Ngawi 

Kepada : 
Yth. Sek. Kepala . 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, 

dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 16  Tahun 2022 tentang Pedoman 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Ngawi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Tim telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan tujuan: 

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 

b. Menilai Tingkat lmplementasi SAKJP; 

c. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja; 

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan lmplementasi 

SAKJP; 

e. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi Hasil evaluasi periode 

sebelumnya. 
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2· ;:alu_asi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar 
naJemen kinerja, yang meliputi: 

a. Perencanaan K,nerja; 
b. Pengukuran Kinerja; 
c, Pelaporan Kinerja; 
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP} tahun 20XX, merupakan 
salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis 
(Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen 
Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. 

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nifai dengan f<lsaran 
mulai dari O s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori 
peringkaf' untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas 
kinerja yang bersangkutan. dengan kriteria sebagai berikut : 

Prec.kat NJ1a1 f  nterpretas, 

M >90-100 Sangat Memuaskan 
Telah terwujud Good Governance. Sefuruh 
lcinerja dikefola dengan sangat memuaskan di 
seluruh unit kerja. T elah terbentuk pemerintah 
yang dinamis, adaptif, cfan efisien (Reform). 
Pengukuran kine,ja telah dilakukan sampai ke 
level individu 

A >80-90  Memuaskan 
Terdapat gambaran bahwa instansi 
pemerintah/unit kerja dapat memimpin 
perubahan dalam mewujudkan pemerintahan 
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja 

1 
telah dilakukan sampai ke level; eselon 
4/pengawas/sub coordinator 

BB >70-80 SangatBaik 
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik 
pada 213 unit kerja, baik itu unit kerja utama, 

maupun unit kerja pendukun. Akuntabilitas ya,g 
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnta 
efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai 
kine,ja., memiliki system manajemen kinerja 
yang ancfaJ dan berbasis teknologi informasi, 
serta pengukuran kinerja telah difakukan sampai 
ke level eselon 3/coordinator 
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2. Evaluasi dilak 
rnanajemen kine�nakan te�ad�p 4 (empat) kornponen besar 
a. Peren ')a yang mehput,: 
b canaan Kinerja· 

. Pengukuran Kinerja· • 
c, Petaporan Kinerja· • 
d. Evaluasi Ak .'. 
laporan . _untabllita� Kinerja Internal. 
salah Krnet')a lnstans, Pemerintah (LKjlP) tahun 20XX. merupa�n 

satu dokumen yang dievaruasi setain Rencana StrategJS 
(Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKn. dokumen 
Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. 

3· Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan k.isaran 
mulai dari O s/d 100, yang selanjutnya diberikan "'kategori 

peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas 
kinerja yang bersangkutan. dengan kriteria sebagai berikut : 

Predikat Ni la ,  lnterpretas, 

AA >90-100 Sangat Memuaskan 
T elah terwujud Good Governance. Seluruh 
kinerja dikefola dengan sangat memuaskan di 

seluruh unit kerja T elah terbentuk pemerintah 
yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). 
Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke 
level individu 

A > 8 0 - 9 0  Memuaskan 
Terdapat gambaran bahwa instansi 
pemerintah/unit kerja dapat memimpin 
perubahan dafam mewujudkan pemerintahan 
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja 
telah dilakukan sampai ke level; eselon 

i 
4/pengawas/sub coordinator 

BB >70-80 SangatBaik 
T erdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik 
pada 213 unit kerja, baik itu unit kerja utama, 
maupun unit kerja pendukun. Akuntabilitas yang 
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnta 
efisensi penggunaan anggaran dalam mencapai 
kinelja .• memiliki system manajemen kinerja 
yang andal dan berbasis teknologi informasi, 
serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai 
ke level eselon 3/coordinator 
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Predlkat NHEII tn,erp,etaa. 
-- - - - --- - �- -�� 

8 60 - 70 9-;t( 

T t<Japet gam aran bahw8 AKIP sooafl bai 
poo 113 vtfl e ja, husvsrrya pada un� e p, 

utama. Terfihat masih rtu oo _ ya � if 
petbaikan pada Uh k -  ja, �rta koonrtn'lefl 
dalam manajemen ki rja. Pengvkuran 
baru dilaksan oo &Mnpai dengan 
2 /unit kerja 

J;ka kualita s.ebagian bes.Jf kfiteria 

ter nuhl > 7 5 % - 1 00 % .  
CC >50 - 60 Cukup (MemlNhtJ) _ __,_ _ 

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup bait(, 

namun demlkian. mas;h per1u banyatc � 
walaupuh Udak mendasar khususnya 
akuntabilitas k.i · unit k · . 

C > 30 - 50 Kurang 
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang � 
diandalkan. Belum terimplementasi system 
manajemen kinerja sehingga masih per1u 
ban ak rbaik.an mendasar di levef 

D >O - 30 Sangat Kurang 
Sistem dan t.atanan dalam AKJP sama sek.afi 

tidak dapat diandalkan. Sama sekafi befum 
terdapat penerapan manajemen k.inerja 
sehingga masih perlu banyak 
.perball<an/perubahan yang sifatnya sangat 

, . . -� . mendasar •. khususnya dalan implementasi 
;'.' ? .  ,  .,<.  :I'. . ·  ,;.,.v, .,/. SAKJP .. , . .  

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 

. . . . . . . . .  memperoleh nilai sebesar dengan nilai . 

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian temadap 

seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan 

Perangkat Oaerah Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut 

JUMLAH 

Nilai Hasil 
Evaluasi 

25,50 

24.60 
13.50 
21.25 

84.85 

(dalarn poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut 

akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat 

mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi). 
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5. Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga 

menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang 

telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberfanjutan 

(sustainability) implementasinya, beberapa hal yang per1u 

diperhatikan : 

a . 

b. · · · · · · · · · ·  
c. · · · · · · · · · ·  
d  .  

6. Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat 

beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada 

Kepala Perangkat Daerah agar dilakukan sebagai berikut : 

a . 

b . 

C . 

d . 

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja 

pada Perangkat Daerah, dengan harapan pada tahun - tahun selanjutnya 

menjadi lebih baik dan terarah. 

Ngawi ,  20XX 

INSPEKTUR KABUPA TEN NGAWI, 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pangkat 
NIP . 

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 

1. Sdr.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di 

Jakarta; 

2. Sdr.Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 

3. Sdr . .lnspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 

4. Arsip. 


